PIMPINAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU

PROVINSI RIAU
U S a1~ — —

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : Kpts. Z /DPRD-ROHUL/2024

TENTANG

PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN
ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau
Nomor : Kpts 3215/VII/2023 tanggal 12 Juli 2024
tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2023 dan
Rancangan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu
Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa
Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang
telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan paling
lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;

c. bawah berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang persetujuan
penyempumaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Rokan Hulu terhadap Pertanggungjawaban  Pelaksanaan
APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
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Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3902) sebagaimana telah diubah bebera.lpa kali,
terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor
34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4880);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahaq Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678 );

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 );

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAM PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PERSETUJUAN
PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2023
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Menyetujui Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten
Rokan Hulu Tahun Anggaran 2023;

Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rokan Hulu

Tahun Anggaran 2023 telah sesuai dengan hasil evaluasi
Gubernur Riau;

Hasil penyesuaian dan atau penyempurnaan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2023
sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA digunakan sebagai
dasar untuk menetapkan peraturan daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rokan Hulu

Tahun Anggaran 2023;
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di PasirPengaraian
Pada tanggal 22 Juli 2024

KETUA DPRD
KABUPATEN/ROKAN

NOVLI WANDA ADE PUTRA
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